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KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN RAKERNAS 
BKTRN TAHUN 2007 MERUPAKAN 
KEBERHASILAN SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT:

� Gubernur Kepulauan Riau beserta jajarannya.

� Walikota Batam beserta jajarannya.

� Panitia dari berbagai departemen/LPND.

� Seluruh peserta Rakernas.



KESEPAKATAN HASIL RAKERNAS BKTRN 
MERUPAKAN AGENDA BERSAMA DALAM 
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG.

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENDAPAT 
PERHATIAN LEBIH:

� Kelembagaan Penataan Ruang

� Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan
Mitigasi Bencana

� Konsistensi Pelaksanaan Penataan Ruang

� Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar



� Perlu penguatan kelembagaan pada setiap tingkat

dalam rangka implementasi UU No. 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang. 

� Kelembagaan harus efektif dalam koordinasi

pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang, serta dalam pembinaan dan

pengawasan teknis penataan ruang. 

� Harus ditunjang percepatan penyelesaian

peraturan pelaksanaan UU No. 26 Tahun 2007.

I. KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG



� Penyelenggaraan penataan ruang harus

berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

� Tanpa menepikan upaya peningkatan kualitas

lingkungan hidup dan mitigasi bencana alam. 

� Perlu didukung kerjasama antarseluruh pemangku

kepentingan di semua tingkatan pemerintahan. 

II. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN 
HIDUP DAN MITIGASI BENCANA



� Konsistensi antara tahap perencanaan, 

pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang.

� RTR Wilayah disusun dengan memperhatikan

berbagai aspek secara seimbang sebagai

konsensus seluruh pemangku kepentingan. 

� Penyusunan program dan pelaksanaan

pembangunan secara konsisten mengacu pada

RTR Wilayah yang telah ditetapkan. 

� Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan

secara tegas agar menimbulkan efek jera

terhadap pelaku pelanggaran.

III. KONSISTENSI PELAKSANAAN PENATAAN 
RUANG



� Didekati secara lintas sektoral dan berbasis

kewilayahan.

� Tidak hanya didasarkan pada pertimbangan

ekonomi, namun harus pula mempertimbangkan

aspek pertahanan, keamanan, sosial, budaya, dan

lingkungan hidup.

IV. PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR



RAKERNAS BKTRN TAHUN 2007 MERUPAKAN 
AWAL KERJA KERAS DI MASA MENDATANG

PERLU KONSISTENSI SEMUA PIHAK DALAM 
IMPLEMENTASI HASIL RAKERNAS BKTRN

Dituangkan ke dalam kebijakan, strategi, 
program, dan kegiatan departemen/LPND 
dan organ pemerintah daerah

HARAPAN PADA TERWUJUDNYA RUANG 
WILAYAH NUSANTARA YANG AMAN, NYAMAN, 
PRODUKTIF, DAN BERKELANJUTAN

BERMUARA PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 
DAN KEUTUHAN NKRI



ATAS KEIKUTSERTAAN DAN PERAN BAPAK/IBU 
DALAM RAKERNAS BKTRN TAHUN 2007


